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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur  kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

memberi karunia-Nya hingga terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.  

Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 

adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Rote Selatan ini berpedoman 

kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negri No.050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang 

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.  

Rencana Strategi Kecamatan Rote Selatan pada hakekatnya adalah komitmen 

bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang 

bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan 

sudut pandang  tentang apa yang diharapkan di masa depan.  

Kiranya Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan dapat menjadi arah dan pedoman 

serta motivasi bagi peningkatan kinerja stakeholder di Kecamatan Rote Selatan di dalam 

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen 

Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah 

adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategi pada setiap Organisasi Perangkat 

Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategi merupakan pernyataan langkah tindak 

terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif 

terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 ( lima ) tahun dengan didukung 

oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya 

Manusia.  

Rencana Strategi Kecamatan Rote Selatan Tahun 2019-2024,  merupakan 

bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam 

mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan 

misi organisasi dan  RPJMD Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun ke depan dan 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada 

atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan,sasaran, strategi, 

arah kebijakan, program dan kegiatan OPD. 

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rote Selatan Tahun 

2019-2024 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku serta upaya untuk turut 

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Rote Ndao. Renstra Kecamatan Rote Selatan memuat gambaran umum 

keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam 

bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan 

dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan ( 2019 - 2024 ). Renstra  
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Kecamatan  Rote Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao 

sehingga Kecamatan Rote Selatan berperan  dalam  pencapaian  pembangunan dan 

target indikatif  Kabupaten  Rote Ndao. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen 

Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi 

Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Rote Ndao periode 2019 – 

2024 secara maksimal. 

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra 

Kecamatan Rote Selatan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao khususnya dalam menjalankan Rencana 

Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao. 

Keberadaan Renstra Kecamatan Rote Selatan setiap tahun selama periode 

perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan 

Rote Selatan (Renja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan 

sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, 

keberadaan Renja Kantor Kecamatan Rote Selatan menjadi pedoman bagi 

pengurusan Renja dan RKA – DPA Kecamatan Rote Selatan dimana substansi 

RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Rote Ndao. 

Renstra Kecamatan Rote Selatan tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan 

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJMD Kabupaten Rote Ndao, RPJPD 

Kabupaten Rote Ndao. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sitim, hubungan 

antara Renstra Kecamatan Rote Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya di 

tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Kabupaten 

Rote Ndao adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa 

dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang  memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka 

Panjang. 

2) RPJM  Nasional, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMD Kabupaten 

Rote Ndao adalah dokumen perencanaan  berjangka 5 (lima) tahun di tingkat 

Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan acuan bagi Pemerintah 
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Kabupaten Rote Ndao yang  pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD 

Provinsi. 

3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao adalah 

dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten Rote Ndao yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rote Ndao. 

4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD 

Kabupaten Rote Ndao yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala 

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan 

RPJM Nasional. 

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat 

Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana – rencana 

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Gambar 1.1: Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra-OPD 
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1.2. Landasan Hukum  

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan adalah 

sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2002  tentang Pembentukan Kabupaten Rote 

Ndao di Provinsi  Nusa Tenggara Timur; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah; 

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; 

5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan 

Hidup; 

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau 

Kecil; 

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional ( RTRWN); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelengaraan Pemerintah Daerah; 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

14) Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
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15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

17) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030; 

18) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2005 - 2025; 

19) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2018 - 2023; 

20) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 - 2025; 

21) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 - 2033. 

22) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 

2024. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

A. Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rote Selatan 

Tahun 2019-2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan 

arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan 

Rote Selatan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian 

program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Rote 

Selatan.  
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B. Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rote Selatan 

adalah : 

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang 

berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan 

dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024. 

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-PD) dan perencanaan penganggaran. 

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rote Selatan yang 

selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao 

4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Rote Selatan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rote Selatan disusun dengan 

sistematika penyusunan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN 

ROTE SELATAN 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 
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3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup  Strategis 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV.  TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan Tujuan dan Sasaran 

RPJMD  

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1. Strategi dan Kebijakan OPD 

BAB VI.  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

sasaran dan Pendanaan Indikatif 

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1. Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD 

BAB VIII.  PENUTUP  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROTE SELATAN 

Kecamatan Rote Selatan .merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Rote Ndao dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016. Kepala OPD Kecamatan dipimpin oleh 

seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat 

Pemerintahan Kecamatan Rote Selatan berada di Daleholu, Desa Daleholu, Kecamatan Rote 

Selatan Kabupaten Rote Ndao. Wilayah Yuridiksi meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu Desa 

Daleholu, Desa Inaoe, Desa Tebole, Desa Dodaek dan Desa Lenguselu, Desa Nggelodae dan 

Desa Pilasue. 

 Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan 

Kecamatan di wilayah Kabupaten Rote Ndao telah diadakan penataan kelembagaan 

organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote 

Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao 

dengan susunan kecamatan terdiri dari :   

 Camat 

 Sekretaris Kecamatan; mengkoordinir : 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

- Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

 Seksi Pemerintahan; 

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

 Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan 

 Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. 

 

2.1.  Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kecamatan Rote Selatan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok 

dan fungsi sebagai berikut : 
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1. Camat 

 Tugas Pokok 

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

 Fungsi  

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan; 

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemebrdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan 

peraturan perundang undangan dan pemeliharaan sarana/prasarana 

fasilitas umum di wilayah kecamatan; 

c.  Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sekretariat, seksi 

pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman 

dan ketertiban umum, seksi ekonomi dan pembangunan, dan seksi 

kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat 

paraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretaris Kecamatan 

 Tugas Pokok 

Membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan serta pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan. 

 Fungsi  

a. Perencanaan operasional sekretariat berdasrkan rencana program 

kecamatan; 

 

b. Pelaksanaan kebijakan operasional di sekretariat;  
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c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 

 

d. 

 

e. 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sekretariat sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

 

   3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Tugas Pokok 

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dalam penyelenggaraan 

administrasi umum dan kepegawaian, memeriksan pelaksanaan tugas 

bawahan serta mengkoordinasi, mengevaluasi dan pelaporan. 

 Fungsi  

a. Merencanakan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian 

berdasarkan rencana operasional sekretariat;  

b. Pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;  

c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

d. Pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga 

kecamatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada 

pimpinan;  

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bagian umum dan 

kepegawaian sesuai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

4. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

 Tugas Pokok 

Membantu sekretariat dalam melaksanakan penyelenggaraan 

administrasi pengelolaan keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta 

mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaopran. 
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 Fungsi  

a.  Perencanaan kegiatan di sub bagian keuangan, aset, perecanaan, 

evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana operasional 

sekretariat;  

b. Pelaksanaan kegiatan di sub bagain keuangan, aset, perencanaan 

evaluasi dan pelaporan;  

 c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan, aset, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; 

e. 

f. 

 

Melaksanakan penatausahaan keuangan, aset, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; 

Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 5. Seksi Pemerintahan 

 Tugas Pokok 

Membuat rencana kegiatan di seksi pemerintahan membagi tugas 

memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan. 

 Fungsi 

 a. Perencanaan kegiatan seksi pemerintahan, berdasarkan rencana 

operasional kecamatan; 

 b. Pelaksanaan kegiatan di seksi pemerintahan;  

 c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

 d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;  

  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya.  
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6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

 Tugas Pokok 

Membuat rencana kegiatan di seksi Pemberdayaan Masyarakat 

membagi tugas memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi 

dan pelaporan. 

 Fungsi  

a. Perencanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, 

berdasarkan rencana operasional kecamatan; 

 

b. Pelaksanaan kegiatan di seksi pemberyaan masyarakat;   

c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;  

 

 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya.  

 

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 Tugas Pokok 

Membuat rencana kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban umum 

membagi tugas memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi 

dan pelaporan. 

 Fungsi  

a. Perencanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, berdasarkan rencana operasional kecamatan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban 

masyarakat;  

c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 
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tugas pokok dan fungsinya.  

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

 Tugas Pokok 

Membuat rencana kegiatan di seksi ekonomi dan 

pembangunan,membagi tugas,memberi petunjuk, membimbing dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan 

mengevaluasi dan pelaporan. 

 Fungsi  

a. Perencanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan, 

berdasarkan rencana operasional kecamatan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;  

c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya 

9. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat 

 Tugas Pokok 

Membuat rencana kegiatan di seksi kesejahteraan sosial dan 

perlindungan masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, 

membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta 

mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan. 

  Fungsi  

a. Perencanaan kegiatan seksi seksi kesejahteraan sosial dan 

perlindungan masyarakat, berdasarkan rencana operasional 

kecamatan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di seksi kesejahteraan sosial dan 

perlindungan masyarakat;  

c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;  
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

2.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao 

dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rote Selatan 

2.2.1.  Sumber Daya Manusia 

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Rote Selatan 

didukung oleh 25 Pegawai diantaranya : 21 orang ASN dan 4 (empat) orang 

Non ASN. Sumber Daya Aparatur yang dapat digolongkan berdasarkan Status 

Kasubag Umum & 

Kepegawaian 

 

Lowong 

Kasubag Keu, Aset, 

Perenc.  Ev, & Pelaporan 

 

Lowong 
 

Kasie Pemberdayaan 

Masyarakat 

 
Lowong 

 

Kasie Perekonomian 

dan Pembangunan 

Jek Th. Malelak, SE 

NIP.1977011520121210

03 

Kasie Kesos dan 

Linmas 

Lowong 

 

 

Kasie Trantib Umum 

 
Nur Tjahyono 

NIP.196807011991031003 

 

Kasie Pemerintahan 

Lowong 

 

SEKCAM 

JOHANIS LANGGA, SE 

NIP.19620218 199412 1 001 

C A M A T 

JOHNI MANAFE, SH 

NIP. 19660609 199303 1 008 
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dan Jenis Kelamin, Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan 

digambarkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan menurut Status dan Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin ASN Non ASN Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 Laki-laki 19 4 23 

2 Perempuan 2 - 2 

JUMLAH 25 

 

Tabel 2.2.  Kualifikasi Pegawai Kecamatan Menurut Golongan 

NO Golongan/Ruang Jumlah (Orang) 

1 2 3 
1 Gol. IV 1 

2 Gol. III 6  Orang 

3 Gol. II 13 Orang 

4 Gol. I 1  Orang 

JUMLAH 21 Orang 

 

Tabel 2.3. Kualifikasi Pegawai Kecamatan Rote Selatan menurut Jabatan 

NO Jabatan 
Jumlah 

(Orang) 

Jabatan 

Lowong 

1 2 3 4 

1 Eselon III a 1 Orang  

2 Eselon III b 1 Orang  

3 Eselon IV a 2 Orang 3 Orang 

4 Eselon IV b - 2 Orang 

5 Pelaksana/Staf` `17 Orang  

Jumlah 21 Orang 

 

Dari tabel di atas dapat dijjelaskan bahwa dari 21 Pegawai Kecamatan Rote 

Selatan yang ada kebanyakan diantaranya adalah staf/pelaksana yakni sebanyak 

17 orang, sementara 2 (dua) sub bagian masing-masing masih lowong/belum 

terisi, demikian juga halnya dengan seksi-seksi yang ada baru dua seksi yang 

terisi yakni Seksi Ekonomi Pembangunan dan Seksi Keamanan dan Ketertiban 

Umum.  
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Tabel 2.4. Kualifikasi Pegawai Kecamatan menurut Pendidikan 

NO Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1 2 3 4 5 
1 Pasca Sarjana - - - 

2 S1 3 1 4 

3 Diploma III 1 1 2 

4 SMA/sederajat 15 - 15 

5 SMP/sederajat - - - 

                      JUMLAH 21 
 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Kecamatan Rote Selatan adalah 

sebagai berikut 

Tabel 2.5  

Aset Tetap Kantor Kec. Rote Selatan Keadaan Sampai dengan Tahun 2019 

 

 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Meja Bundar 1 Buah Baik 

12 Wireless 1 Buah Kurang Baik 

13 Mikrofhone 2 Buah Baik 

14 Komputer PC 1 Buah Baik 

15 Laptop 2 Buah Baik 

16 Printer 2 Buah Baik 

17 Toa 1 Buah Baik 

18 MIc Wireless 1 Buah Baik 

NO Jenis Barang Volume Keterangan 

1 2 3 4 

1 Tanah 14.586 M2 Tersedia 

2 Gedung Kantor 1 Unit Layak 

3 Gedung Rumah Dinas Type III 2 Unit Layak 

4 Mobil Dinas Isuzu Panther 1 Unit Baik 

5 Sepeda motor dinas   

- Honda Mega Pro 2 Unit Baik 

- Yamaha MX 1 Unit Baik 

- Honda Revo 1 Unit Baik 

6 Kursi Napoly 104 Baik 

7 Kursi Sofa 2 Stel Baik 

8 Kursi Eselon III,IV 2 Buah Baik 

9 Kursi Rapat 4 Buah Baik 

10 Meja Rapat 2 Buah Baik 
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19 Bendera  1 Buah Baik  

20 T Tiang Bendera 1 Buah Baik 

21 Dinamo Air 1 Buah Baik 

22 Meja Biro `2 Buah Baik 

23 Meja ½ Biro kayu 4 Buah Baik 

24 Meja ½ Biro Olympic 6 Buah Kurang Layak 

25 Lemari 6 Buah Baik 
 

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rote Selatan.  

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rote Selatan dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang 

menjadi lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Rote Selatan yang dapat diselesaikan : 

 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

 Meningkatnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan Tugas 

Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban serta 

Kemasyarakatan; 

 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan bidang pemerintahan, 

pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum. 

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rote Selatan berdasarkan 

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rote Selatan  2014 - 2019 dapat dilihat pada 

pada tabel 2.6 
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Tabel 2.6 

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN 

KABUPATEN ROTE NDAO 
                   

Indikator Kinerja Sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Terlaksananya 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah 

berdasarkan prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan 

yang baik 

      12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 

Meningkatnya Kualitas 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 100 100 100 100 

Jumlah Peserta Bimtek 

Sertifikasi Kompetensi 

Pamong Praja 

      1 1 1 1 1 - - 1 1 1 100 100 100 100 100 

Jumlah Peserta Diklat 

Pasukan Pengibar Bendera 

      31 30 30 31 31 30 30 30 31 31 100 100 100 100 100 

Persentase kelompok PKK 

Desa yang mengikuti 

pembinaan  

      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 

Persentase Penanganan 

Pengaduan Masyarakat 

      - 75% 75% 70% 60% 75% 75% 75% 71.43% 78,57% 100% 100% 100% 95.24% 130,95

% 

Persentase Usulan Prioritas 

Kegiatan Yang Diakomodir 

Dalam Musrenbang 

Kecamatan 

      - - 50% 20% 75% - - 33.33% 14,29% 28.57% - - 66.67% 71,45% 38,09% 
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 Tabel 2.7 
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KECAMATAN ROTE SELATAN 
 KABUPATEN ROTE NDAO 
                   

NO Uraian 

Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran 
Rata -rata 

pertumbuhan 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

1 Penyediaan jasa surat menyurat        716.000         716.000         716.000         716.000         716.000         716.000         714.500         714.500         716.000       300.000  100% 99,72% 99,79% 100,00% 41,90% 0,96% 1,10% 

2 
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 

Daya Air dan Listrik; 
    3.000.000      3.000.000      3.000.000      3.000.000      3.000.000      2.958.000      2.008.000      2.933.000      2.822.500                  -  98,60% 66,93% 97,77% 94,08%   31,35% -35,16% 

3 
Penyediaan jasa jaminan barang milik 

daerah 
          

   
                  

4 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perijinan kendaraan dinas/operasional 
    2.818.000      2.818.000      2.818.000      2.818.000      2.818.000      2.760.500         932.500      2.799.500      1.623.400                  -  97,96% 33,09% 99,34% 57,61%   5,58% 7,47% 

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan   39.720.000    39.720.000    39.720.000    47.800.000    43.000.000    39.720.000    39.720.000    39.684.000    47.800.000    5.349.000  100% 100% 99.91% 100% 12,44% 3,04% 3,25% 

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor     3.731.000      3.799.000      3.799.000      3.799.000      3.799.000      3.731.000      3.799.000      3.799.000      3.799.000       895.000  100% 100% 100% 100% 23,56% -26,90% -29,12% 

7 
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 

kerja 
    2.450.000      2.250.000      2.250.000      2.250.000      2.250.000      2.450.000      2.250.000      2.250.000      2.250.000    1.225.000  100% 100% 100% 100% 54,44% -1,03% -1,06% 

8 Penyediaan alat tulis kantor   12.000.000    12.000.000    12.000.000    14.070.000    12.000.000    11.995.500    12.000.000    12.000.000    14.070.000    3.644.000  99,96% 100,00% 100% 100% 30,37% 3,74% 4,44% 

9 
Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 
    3.790.000      3.790.000      3.790.000      3.790.000      3.790.000      3.790.000      3.790.000      3.790.000      3.790.000       995.000  100% 100% 100% 100% 26,25% -7,62% -7,75% 

10 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 

/ Penerangan Bangunan Kantor 
    5.000.000      3.000.000      3.000.000      3.000.000      3.000.000      5.000.000      3.000.000      3.000.000      3.000.000    100% 100% 100% 100%   -15,71% -20,45% 

11 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 
    3.000.000    

 
        3.000.000  

 
      100%             

12 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
 -    15.761.000    15.761.000      4.100.000    

     

-  
  15.761.000    4.100.000     100%   100%   -35,78% -48,17% 

13 Penyediaan Makanan dan Minuman   12.740.000    12.600.000    12.600.000    12.600.000      12.740.000    12.600.000    12.600.000    12.600.000    100% 100% 100% 100%   2,26% 2,68% 

14 
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah 
  24.020.000    17.030.000   -    16.500.000    15.200.000    24.017.000   16.400.000    14409000   99,99% 96,30%   0,8733   4,29% -1,32% 

15 
Penyediaan jasa administrasi 

perkantoran 
  55.500.000    69.000.000    69.000.000    93.100.000    84.000.000    55.500.000    68.900.000    68.900.000    93.050.000  13.750.000  100,00% 99,86% 100,00% 100% 16,37% 4,17% -1,85% 

16 
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan 

tugas dalam wilayah provinsi NTT 
  43.784.000    26.450.000    26.450.000    26.450.000    26.450.000    43.298.000    23.789.200    26.450.000    25.819.000    4.316.000  98,89% 89,94% 100,00% 98% 16,32% 3,51% 9,58% 

17 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor  
  32.100.000      4.500.000      4.500.000      9.000.000      4.500.000    32.100.000      4.442.500      4.500.000      9.000.000    100% 98,72% 100,00% 100%   -45,39% -53,21% 

18 
Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional 

  39.944.000   40.000.000   40.000.000   48.000.000   40.000.000   39.944.000   40.000.000   40.000.000   48.000.000 14.170.000 
100% 100% 100% 100% 35,43% -3,34% -3,86% 

  

                    

       

19 
Peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan SDM Aparatur 
 -      17.030.000    16.530.000    15.500.000        15.788.000    15.448.000        92,71% 93,45%   -29,50% -54,50% 

20 Diklat Pasukan Pengibar Bendera   11.000.000    12.000.000    12.000.000    32.000.000    13.300.000    11.000.000    12.000.000    12.000.000    31.977.400    100% 100% 100% 99,93%   8,58% -6,43% 
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21 
Peningkatan kesadaran masyarakat 

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 
 -              

 
                  

22 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan   21.000.000    32.955.000    32.955.000    37.955.000    32.955.000    21.000.000    32.915.000    32.655.000    37.625.000    3.842.000  100% 99,88% 99,09% 99,13% 11,66% 6,94% 7,79% 

23 Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan     8.400.000      7.324.000    12.324.000    17.250.000    49.850.000      8.400.000      7.324.000    12.324.000    17.200.000    8.144.900  100% 100% 100% 99,71% 16,34% 7,58% 13,08% 

24 
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

kecamatan 
 -    50.000.000    31.287.000    35.272.000    38.872.000      50.000.000    31.197.000    34.982.000  30.609.500    100% 99,71% 99,18% 78,74% -9,56% -11,58% 

JUMLAH 324.713.000  358.713.000  345.000.000  430.000.000  395.000.000  324.120.000  352.345.700  327.384.000  424.081.300  87.240.400  99,82% 98,22% 94,89% 98,62% 22,09%     
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Dilihat dari Tabel 2.6 maka terdapat pelayanan yang mencapai target yaitu : 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik 

2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi Kompetensi Pamong Praja 

4. Jumlah Peserta Diklat Pasukan Pengibar Bendera 

5. Persentase kelompok PKK Desa yang mengikuti pembinaan 

6. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Terlaksananya pelayanan di atas sesuai dengan target dipengaruhi oleh faktor dana yang 

menunjang serta adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak seperti 

masyarakat dan pihak keamanan. 

Sedangkan pelayanan yang belum mencapai target yaitu Persentase Usulan Prioritas 

Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan. Belum berhasilnya pencapaian 

target tersebut disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran 

masyarakat serta usulan program disesuaikan dengan prioritas. 

Berdasarkan tabel 2.7. dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran 

setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata hampir mencapai 100%. Keberhasilan 

pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan yang baik. 

 

2.4. Tantangan Dan Perluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kecamatan merupakan 

salah satu OPD yang termasuk ujung tombak pelayanan kemasyarakatan berupaya 

mendukung misi tersebut. 

Dalam upaya melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di  

Kecamatan Rote Selatan terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi 

dan juga peluang yakni : 

Tantangan : 

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan. 

2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi 

yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum 

sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai 

kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.  
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3. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat 

mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi 

harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin 

ketat.  

4.  Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi 

dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas  kinerja.  

5. Tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi sehingga perlu ada upaya 

konkrit untuk penanganannya. 

6.  Minimnya sarana dan prasarana yang ada, 

7. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun 

global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan 

dimensi  yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

     Peluang : 

a. Terbukanya kesempatan untuk  peningkatan profesionalisme aparatur 

pemerintah kecamatan/desa; 

b. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang 

cepat, tepat dan akurat melalui media masa dan elektronik maupun 

website/situs internet; 

c. Banyak kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

d. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan 

koordinasi dan konsultasi; 

e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan 

saat ini terus semakin tumbuh. 

f. Makin luasnya kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang–Udang 

Otonomi Daerah; 

g. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang 

belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya di Kecamatan Rote Selatan. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

KECAMATAN ROTE SELATAN 

 

Sebagai salah satu Perangkat Daerah  yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat maka Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten 

Rote Ndao. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun 

pelayanan kependuduk yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut tentunya ditemui 

berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi. 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Kecamatan 

Rote Selatan 

1.  Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat  

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik 

maka Kecamatan Rote Selatan harus benar – benar mampu memberikan pelayanan 

secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, 

memiliki legalitas hukum dan berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar 

Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. 

Kenyataannya masih banyak permasalahan pelayanan kemasyarakatan yang 

muncul yang belum diselesaikan, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Masih 

belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur 

yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, 

prasarana dan anggaran. 

2. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan 

kemasyarakatan 

Peran serta dan swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan yang belum optimal ini disebabkan telah terjadinya 

pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang 

menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksaanaan 

pembangunan. Selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan 

masyarakat dalam pembangunan juga belum optimal pelaksanaannya. 
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3.  Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum 

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Rote Selatan secara umum dapat 

dikatakan cukup aman dan terkendali namun masih terjadi beberapa permasalahan 

dalam masyarakat khususnya konflik pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih 

rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hukum yang menyangkut hak 

kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga yang 

tentunya membutuhkan penanganan serius dari stakeholder terkait.  

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih  

 Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun ke depan yang terdapat pada 

RPJMD 2019 – 2024 Kabupaten Rote Ndao yaitu “TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA 

BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG 

OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”. 

Visi ini mengandung makna bahwa Pembangunan Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) 

tahun ke depan dilihat pada potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh 

Kabupaten Rote Ndao, yaitu sektor pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian 

dan perikanan yang diarahkan  pada terwujudnya keseimbangan masyarakat Rote 

Ndao dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan 

didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang 

bermartabat.  

Untuk mewujudkan visi di atas maka ada 4 (empat) misi yang dapat dikembangkan 5 

(lima) tahun ke depan antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, pertanian dan 

perikanan. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang 

dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan 

pelayanan publik yang prima. 

           

29 
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Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Rote Selatan memiliki peran strategis 

untuk mendukung pencapaian visi dan misi  baik sebagai penanggungjawab maupun 

sebagai OPD pendukung. Fokus prioritas tugas Kecamatan Rote Selatan dalam 

mendukung visi dan misi sesuai tugas dan fungsi adalah pencapaian misi ke-4 

(empat) yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih,  

Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”. 

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Rote 

Selatan secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. 

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Darah 

 

No Masalah Pokok Masalah 

 

Akar Masalah 

1 2 3 4 

1. Belum optimalnya 

pelaksanaan pelayanan 

publik kepada masyarakat 

Masih belum meratanya 

pelayanan terhadap 

masyarakat 

- SDM yang masih 

terbatas dari segi 

kuantitas dan 

kualitas  

- Sarana, prasarana 

dan anggaran yang 

masih terbatas 

2. Belum optimalnya peran 

serta dan swadaya 

masyarakat dalam 

pembangunan 

kemasyarakatan 

Rendahnya kepedulian 

dan partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

Rendahnya 

pemahaman 

masyarakat tentang 

pentingnya 

keterlibatan aktif 

dalam pembangunan 

3. Masih rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

permasalahan hukum 

Masih terjadinya 

konflik-konflik sosial 

kemasyarakatan di desa  

Rendahnya 

pemahaman 

masyarakat terhadap 

kepentingan umum 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

pelaksanaan visi dan misi KDH dan Wakil KDH terpilih dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi 
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Visi :  Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT bertumpu pada 

pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan 

No 
Misi dan program 

KDH dan 

Wakil KDH terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Misi 4 : 

Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan 

Yang Baik dan 

Bersih,  Serta 

Meningkatkan 

Pelayanan Publik 

Yang Prima 

 

Terbatasnya SDM  

yang memiliki 

integritas dan 

kompetensi serta 

kurangnya 

kesadaran dan 

partisipasi 

masyarakat. 

Topografi/kondisi 

wilayah serta 

sarana/ prasarana 

yang berkualitas 

sesuai kebutuhan. 

Memiliki 

potensi yang 

dapat dikelola 

serta 

kebijakan 

pemerintah. 

 

3.3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

  Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi 

(yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, 

dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap 

sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi 

kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. 

,Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan 

fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki 

keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan yang 

antara lain:  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, 

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. 
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3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa 

dalam pelayanan masyarakat. 

4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan 

dalam negeri. 

Tabel 3.3. 

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan 

Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

 

 

No 

 

 

Rencana strategis 

(Renstra) Kemendagri 

 

 

Permasalahan 

Pelayanan 

 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. Kualitas Pelayanan 

Publik, 

Kualitas pengelolaan 

keuangan, 

Kualitas dan 

akuntabilitas 

pemerintahan desa, 

Kapasitas dan 

profesinalisme 

 

Kurangnya 

disiplin/kesadaran 

aparatur dalam 

menjalankan  

tugas pokok dan 

fungsi serta 

minimnya sarana 

dan prasarana 

yang ada. 

Kompetensi dan 

Sumber Daya  

aparatur yang 

tidak mendukung 

menyebabkan 

rendahnya 

kualitas pelayanan 

publik 

 

Bimtek dan 

Motivasi 

serta 

metode 

kerja  yang 

sistematik 

sesuai 

pembagian 

tupoksi 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

  Pasal 1 ayat (18)  Peraturan Daerah Nomor  7 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, Tujuan Penataan Ruang 

Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang 

merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada 

aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional 

yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan 

ketahanan nasional.  

Selanjutnya  dalam pasal 4 ayat (2) Perda tersebut telah ditetapkan kebijakan penataan 

ruang yang meliputi :  

1. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, 

kelautan, perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung 

pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang; 
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2. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sektor 

pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata melalui pengembangan dan 

penyediaaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan 

prasarana lingkungan; 

3. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan 

resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global 

yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang 

pariwisata, penelitian, dan edukasi; 

4. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem 

agropolitan serta minapolitan berbasis perikanan dan ekowisata dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

5. Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Rote 

Ndao sebagai kawasan perikanan, kawasan wisata dan sebagai kawasan suaka 

margasatwa; dan 

6. Mempertahankan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan di 

kecamatan Rote Barat Daya, kecamatan Ndao Nuse, Kecamatan Rote Timur dan 

pulau–pulau terluar yakni Pulau Ndana dan Pulau Ndao, Kabupaten Rote Ndao. 

Sementara  

  Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari 

pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan 

ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain 

seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkanb produksi dan produktivitas 

pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan 

mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk 

pertambangan akan berdampak pada sedimitasi,erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. 

Oleh karena itu diperlukan migitasi dari dampak negatif tersebut dengan 

memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat 

berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.   

Permasalahan dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan 

RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan 

kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan 

tambang.  
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Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi 

terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut; 

1)  Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam 

penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013, tanggal  21 September  

2013 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 

2033.  

2)  Faktor penghambat antara lain adalah : 

a).  Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan 

RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi 

secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan 

pengelolaan tambang.  

b).  Tidak tersedianya tenaga teknis. 

c).   Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan 

ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.  

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW)  Kabupaten Rote Ndao 

tahun 2013-2033, Kecamatan Rote Selatan masuk dalam Wilayah rencana 

pengembangan parawisata, hutan produksi, budidaya  pertanian dan holtikultura, 

budidaya peternakan, dan permukiman. Berikut terdapat faktor yang menghambat 

dan mendorong pelaksanaan pelayanan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah di 

Kecamatan Rote Selatan. 
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Tabel 3.4. 

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rote Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong. 
 

NO 

 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah  

terkait Tupoksi 

OPD 

 

Permasalahan 

Pelayanan Kecamatan 

 

Faktor 

 

Penghambat  Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Pengembangan 

Pariwisata,Hutan 

Produksi,Budidaya 

Pertanian dan 

Holtikultura, 

Budidaya 

Peternakan,dan 

pengembangan 

Pemukiman  

Dalam hal pemberian 

layanan selama ini sudah 

sesuai dengan prosedur 

namun mendukung 

rencana tercapainya 

pembangunan pemerintah 

kabupaten yang tertuang 

dalam  RTRW, 

Kecamatan belum 

mempunyai kewenangan 

penuh dalam pengambilan 

kebijakan sehingga 

pemberian layanan 

dimaksud tetap mengacu 

pada arah kebijakan yang 

ada/ditetapkan 

Kurangnya 

koordinasi OPD 

terkait dengan 

kecamatan dan 

tidak ada 

sosialisasi 

tentang 

aturan/regulasi 

yang 

berhubungan 

dengan 

RTRW/KLHS 

serta 

pengetahuan dan 

tingkat kesadaran 

masyarakat  

relatif rendah  

Komitmen kuat dari 

Pemerintah Daerah 

dalam penerapan 

RTRW dan KLHS 

sebagaimana 

ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Rote 

Ndao Nomor 7 

Tahun 2013, tanggal  

21 September  2013 

tentang  Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Rote 

Ndao 2013 – 2033.  

 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan 

orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan 

keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh 

untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu Strategis dalam perencanaan 

strategis OPD Kecamatan Rote Selatan merupakan kondisi actual yang perlu 

diperhatiakan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. 

Issu strategis Kecamatan Rote Selatan dalam lima tahun ke depan dirumuskan 

berdasarkan fakta permasalahan  pelayanan OPD Kecamatan Rote Selatan sebagai 

berikut : 

 Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berdampak pada kualitas pelayanan 

pemerintahan kecamatan dan desa; 

 Belum adanya disiplin dan kesadaran aparatur didalam menjalankan tupoksi; 
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 Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi; 

 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam 

pembangunan. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

  

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rote Selatan 

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, maka 

ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

a. Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

 Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari aspek 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentaraman serta 

ketertiban umum. 

 Menciptakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor maupun dinas terkait 

dalam pelayanan kepada masyarakat. 

 Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan 

prima kepada masyarakat. 

 Meningkatkan kinerja aparatur. 

b. Sasaran. 

Berdasarkan tujuan organisasi tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai 

adalah : 

 Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan 

 Menurunnya masalah kamtibmas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

 Terwujudnya aspirasi masyarakat melalui proses pembangunan. 

 Meningkatnya Gotong Royong dan Partisipasi Semangat masyarakat dalam 

pembangunan. 

 Efektifitas dan Efesiensinya pengelolaan administrasi umum dan keuangan 

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rote Selatan dapat 

disajikan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1.  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rote Selatan  

          

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA 

TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 

KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatkan transparansi 

dan responsibilitas 

pelayanan publik 

Meningkatnya Kinerja 

Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan 

1. Presentase PKK yang mendapatkan 

pembinaan 

100%  100% 100% 100% 100% 

   2. Presentase penyelesaian pengaduan 

masyarakat 

75%  80% 85% 90% 100% 

   3. Presentase keikutsertaan masyarakat 

dalam Musrenbang Kecamatan 

85%  90% 95% 100% 100% 
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4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rote Selatan dengan Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

 

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rote Selatan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao 

tahun 2019-2024. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan 

Tujuan dan Sasaran RPJMD  dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Visi  

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa 

yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Visi 

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019 – 2024 yakni : 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT 

DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG 

DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN’’ 
2. Misi 

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024 yang 

berkaitan  dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rote Selatan yaitu Misi ke-4 yakni : 

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN 

BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG 

PRIMA” 

Dari Misi ke-4 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 

4.1. mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung  untuk 

menunjang tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Kecamatan Rote Selatan untuk  5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : 

Tujuan  :  Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik  

Sasaran  : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1.  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif 

 Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah 

daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis 

cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian 

tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan 

daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien 

sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada 

pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang 

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan 

prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan 

dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka 

mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijkan 

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan 

pelaksanaannya. 

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan 

Rote Selatan yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan 

pembangunan daerah, Kecamatan Rote Selatan menetapkan strategi dan kebijakan 

dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut : 
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Tabel 5.1.  

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

VISI  : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang  BERMARTABAT  dan BERKELANJUTAN 

Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan 

MISI :  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih,  Serta Meningkatkan 

Pelayanan Publik Yang Prima 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

1  3 4 5 

1 Meningkatkan 

Transparansi dan 

Responsibilitas 

Pelayanan Publik 

Meningkatnya 

kinerja 

penyelenggaraan 

tugas 

pemerintahan, 

Pembangunan dan 

Kemasyarakatan 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

publik  

1. Penataan dan 

peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur di 

Desa dan Kelurahan 

serta Pembinaan 

bagi PKK terkait 

Peran dan 

Tupoksinya  

2. Meningkatkan 

pelayanan yang 

responsif (cepat, 

mudah, murah, dan 

berkualitas ) 

berbasis IT  

3. Meningkatkan 

pemahaman hukum 

di masyarakat 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif  

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan  oleh  organsasi  sebagai  wujud  implementasi  strategi  dan  

kebijakan  dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga 

berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil 

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai 

sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber 

Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau 

kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

 

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Rote 

Selatan adalah : 

1. Penunjang Urusan Pemerintahan 

a. Penyediaan Barang dan Jasa Kantor 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor. 

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 

e. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 

f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

g. Koordinas/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. 

2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 

a. Diklat Pasukan Pengibar Bendera. 

b. Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan. 

c. Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan. 

d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan. 
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Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau 

kualitatif untuk  masukan,  proses,  keluaran,  hasil,  manfaat,  dan/  atau  dampak  

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator  

kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran 

kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang telah disepakati atau ditetapkan.  

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran 

dan Pendanaan Indikatif OPD Kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun 2019-2024 dapat 

dilihat pada tabel 6.1. 
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Tabel 6.1. 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kecamatan Rote Selatan 

Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 s/d 2024 

  
 

 
          

Tujuan Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan 

Sasaran 

Program 

(Outcome) 

dan Kegiatan 

(Output) 

Data Capaian Pada 

Tahun Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Penang-

gungjawab 

  Lokasi Tahun 2020  Tahun 2021   Tahun 2022   Tahun 2023   Tahun 2024 

 Kondisi Kinerja Pada 

Akhir Periode Renstra     

( Tahun 2024 )  

 
Target Rp Target Rp. Target Rp  Target Rp. Target Rp. Target Rp.  Target Rp. 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 

Meningkatkan 

transparansi 

dan 

responsibilitas 

pelayanan 

publik 

Meningkatnya 

transparansi 

dan 

responsibilitas 

pelayanan 

publik 

    484.737.500  484.737.500   593.211.250   652.532.375   717.788.113   789.571.924  3.237.841.161 

  

  01 Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Meningkatnya 

Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

 328.737.500  328.737.500  421.611.250   463.772.375   510.152.113  561.172.324  2.285.445.561 

  

  01.01 Penyediaan 

Barang dan Jasa 

kantor 

Tersedianya 

jasa surat-

menyurat, 

komunikasi, 

sumberdaya air 

dan listrik, alat 

tulis kantor, 

lingkungan 

kantor yang 

bersih, barang 

cetakan dan 

penggandaan, 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan 

12  

bln 

29.050.000 12  

bln 

29.050.000 12  

bln 

 31.955.000  12  

bln 

  35.150.500 12  

bln 

  38.665.550 12  

bln 

 42.532.105      177.353.155 

Kantor 

Kec. 

Rote 

Selatan 

Kec. Rote 

Selatan 

   01.02 Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Kantor 

Tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor, 

komponen 

instalasi listrik/ 

penerangan 

bangunan 

kantor 

2 laptop, 

1 printer 

 22.500.000 2 laptop, 

1 printer 

22.500.000  1 unit 

sepeda 

motor 

 24.750.000   7 meja      

  ½ biro 

  1 lemari 

  jati 2 

  pintu      

 27.225.000   100 Kursi 

  plastik, 

  2 filling 

  kabinet 

 29.950.000 1 Kom-

puter PC, 

2 printer 

 32.950.000        137.375.000 

   01.03 Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Tersedianya 

pemeliharaan 

dan perijinan  

1 Mobil, 

4 Motor, 

2 Laptop, 

     63.000.000 1 Mobil, 

 4 Motor  

2 Laptop 

 63.000.000 1 Mobil, 

4 Motor,  

 4 Laptop, 

 69.300.000     1 Mobil, 

  5 Motor, 

  4 Laptop 

 76.230.000  1 Mobil, 

5 Motor, 

4 Laptop, 

 83.853.000   1 Mobil, 

 5 Motor, 

 4 Laptop, 

 92.238.300  384.621.300 
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kendaraan 

operasional, 

pemeliharaan 

kendaraan 

dinas, gedung 

kantor, 

perlatan kerja 

kantor, 

peralatan 

gedung kantor 

2 Printer, 

1 gedung 

2 Printer, 

1 gedung 

 3 Printer,  

 1 gedung 

, 3 Printer, 

  1gedung 

3 Printer, 

1 gedung 

 3 Printer, 

1 gedung 

   01.04 Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan  

Tersedianya 

jasa 

administrasi 

keuangan 

6 orang   47.800.000 6 orang  47.800.000   6 orang  52.580.000     6 orang   57.838.000  6 orang   63.621.800     6 orang 69.983.980    291.823.780 

  01.05 Perencanaan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan Kinerja 

Perangkat Daerah 

Tersedianya 

Dokumen 

Perencanaan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

6  

doku-

men 

- 6 

doku-

men 

      - 6 

doku-

men 

  60.000.000 6 

doku-

men 

  66.000.000 6 doku-

men 

 72.600.000 6 

doku-

men 

  79.860.000  278.460.000 

   01.06 Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Tersedianya 

pakaian dinas 

/kerja/olahraga

/motif daerah 

khusus hari-

hari tertentu,  

Bimtek bagi 

aparatur 

26 

orang 

 29.937.500 26 

orang 

 29.937.500  26 

orang 

  32.931.250  2 orang 36.224.375  2 orang   39.846.813    2 orang   43.831.494     182.771.431 

   01.07 Koordinasi/ 

Konsultasi Dalam 

dan Luar Daerah 

Terlaksananya 

koordinasi/kon

sultasi tugas 

dalam 

Kabupaten, 

Provinsi NTT 

dan luar 

daerah 

Provinsi 

125 kali 136.450.000 125 kali 136.450.000  135 kali  150.095.000 140 kali  165.104.500 145 kali  181.614.950 155 kali  199.776.445  833.040.895 

  24 Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Pemerintah, 

Pembangunan dan 

Kemasyarakatan 

Meningkatnya

Pelayanan 

Pemerintahan , 

Pembangunan 

dan 

Kemasyarakat

an 

 156.000.000  156.000.000  171.600.000   188.760.000  207.636.000  228.399.600  952.395.600 

  

  24.01 Diklat Pasukan 

Pengibar 

Bendera 

Tersedianya 

Pasukan 

Pengibar 

Bendera 

28 

orang 

 32.000.000   28 

orang 

 32.000.000   28 

orang 

  35.200.000 28 

orang 

  38.720.000  28 

 orang 

  42.592.000  28 

orang 

 46.851.200  195.363.200 

Kantor 

Kec. 

Rote 

Selatan 

Kec. Rote 

Selatan 
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  24.02 Pembinaan PKK 

dan DWP 

Kecamatan 

Terlaksananya 

Pembinaan PKK 

dan DWP 

Kecamatan 

45 

Orang 

 40.000.000 45 

Orang 

 40.000.000 45  

Orang  

  44.000.000  45 

Orang  

  48.400.000  45          

Orang  

  53.240.000 45 

orang 

  58.564.000   244.204.000 

Kantor 

Kec. 

Rote 

Selatan 

Kec. Rote 

Selatan 

  24.03 Koordinasi 

Pelayanan 

Kemasyarakatan 

Terselesaikannya 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat 

100% 44.000 .000 100%  44.000.000  100% 48.400.000  100%   53.240.000 100%   58.564.000 100%  64.420.400   268.624.400 Kantor 

Kec. 

Rote 

Selatan 

Kec. Rote 

Selatan 

  24.04 Penyelenggaraan 

Musrenbang 

RKPD di 

Kecamatan 

Tersedianya 

usulan Prioritas 

Desa 

4 

usulan 

 40.000.000   4 

usulan 

 40.000.000  4 

Usulan 

44.000.000  4 

usulan 

  48.400.000  

 

 

4  

usulan 

  53.240.000  4 

usulan 

 58.564.000  244.204.000 

Kantor 

Kec. 

Rote 

Selatan 

Kec. Rote 

Selatan 

      484.737.500  484.737.500   593.211.250   652.532.375   717.788.113   789.571.924  3.237.841.161 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

7.1.  Indikator Kinerja Kecamatan Rote Selatan 

Indikator Kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur 

spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu 

program atau kegiatan. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta 

pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan 

jangka menengah daerah yang ditetapkan. 

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif 

untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat 

capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja  juga sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Rote Selatan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 

Rote Ndao Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 7.1. 
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 Tabel 7.1. 

 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD  

NO Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada ahir 

periode 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 

1 Presentase PKK yang 

mendapatkan pembinaan  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Presentase penyelesaian 

pengaduan masyarakat  

 

100% 75%  80% 85% 90% 100% 100% 

3 Presentase keikutsertaan 

masyarakat dalam 

Musrenbang Kecamatan 

100% 85%  90% 95% 100% 100% 100% 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan Tahun 2019 – 2024 ini merupakan 

dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan sinergisitas dengan 

pemangku kepentingan dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan dealam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. 

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya 

menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan 

Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Periode 2019 – 2024.  

Renstra Kecamatan Rote Selatan akan menjadi landasan pedoman bagi penyusunan 

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Rote Selatan 

Tahun 2019 – 2024 ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan yang disampaikan dalam 

bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah  ( LPPD ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Rote Ndao 

setiap akhir tahun anggaran. 

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan ini dapat 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara 

konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. 

 

  

 

 

 



 

45 

 

 

 

 Rote Selatan  ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan 

terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi Kecamatan Rote Selatan ditetapkan 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah 

kebijakan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun  


